BANJARBARU

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang:

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2008
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai

dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran
anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis
belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun
anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun
anggaran 2008;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2008;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolahan

Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3688);

. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kotamadya Daerah Tingkat Il Banjarbaru (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844;

12.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4138);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4139);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);



16.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4574);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);

21.Hibah Kepada Daerah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

22.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

23.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

24.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

25.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

26.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

27.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan;



28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeah
Tahun Anggaran 2008;

30.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun
2008 Nomor 1);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU
dan
WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH  TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANJARBARU
TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 semula
berjumlah Rp. 375.115.271.000,00 bertambah sejumlah Rp. 45.555.804.000,00
sehingga menjadi Rp. 420.671.075.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
1). Semula Rp. 326.519.722.000,00
2). Bertambah/berkurang Rp. 3.027.500.000,00
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan

Rp. 329.547.222.000,00

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp. 375.115.271.000,00
b. Bertambah/berkurang Rp. 45.555.804.000,00
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan Rp. 420.671.075.000,00
Surplus/Defisit setelah Perubahan Rp. (91.123.853.000,00 )

3. Pembiayaan Daerah :
a. Penerimaan
1). Semula Rp. 52.095.549.000,00
2). Bertambah/berkurang Rp. 42.028.304.000,00
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 94.123.853.000,00

b. Pengeluaran
1). Semula Rp. 3.500.000.000,00
2). Bertambah/berkurang Rp. (500.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 3.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan Rp 91.123.853.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 91.123.853.000,00




Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah

b.

C.

1). Semula Rp. 19.634.912.000,00
2). Bertambah/berkurang Rp. 2.027.500.000,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan Rp. 21.662.412.000,00

Dana Perimbangan sejumlah

1). Semula Rp. 286.091.228.608,00

2). Bertambah/berkurang Rp. 1.000.000.000,00
Jumlah Dana Perimbangan Setelah PerubahanRp. 287.091.228.608,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah

1). Semula Rp. 20.793.581.392,00
2). Bertambah/berkurang Rp. 0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah Setelah Perubahan Rp. 20.793.581.392,00

(2) Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis pendapatan:

®3)

a.

Pajak Daerah Sejumlah

1). Semula Rp. 7.068.599.000,00

2). Bertambah/berkurang Rp. 777.500.000,00
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp. 7.846.099.000,00

Retribusi Daerah Sejumlah

1). Semula Rp. 8.030.308.400,00

2). Bertambah/berkurang Rp. 700.000.000,00
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp  8.730.308.400,00

Hasil Pengelolaan kekeyaan Daerah yang dipisahkan sejumlah
1). Semula Rp. 397.065.000,00
2). Bertambah/berkurang Rp. 0,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekeyaan
Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan Rp 397.065.000,00

d. Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah sejumlah
1). Semula Rp. 4.138.939.600,00
2). Bertambah/berkurang Rp. 550.000.000,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan asli Daerah
yang sah Setelah Perubahan Rp  4.688.939.600,00
Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pendapatan :
a. Dana bagi hasil pajak dan bukan pajak sejumlah

b.

1). Semula Rp. 46.472.023.608,00
2). Bertambah/berkurang Rp. 1.00.000.000,00
Jumlah Dana bagi hasil Setelah Perubahan Rp 47.472.023.608,00

Dana alokasi umum sejumlah

1). Semula Rp. 203.334.205.000,00

2). Bertambah/berkurang Rp. 0,00
Jumlah Dana alokasi umum Setelah Perubahan Rp 203.334.205.000,00




(4)

(1)

(2)

c. Dana alokasi khusus sejumlah
1). Semula Rp. 36.285.000.000,00
2). Bertambah/berkurang Rp. 0,00
Jumlah Dana alokasi khusus Setelah Perubahan Rp 36.285.000.000,00

Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi Hasil Pajak
1). Semula Rp. 20.793.581.392,00
2). Bertambah/berkurang Rp. 0,00
Jumlah Dana bagi hasil pajak Setelah PerubahanRp 20.793.581.392,00

b. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya

1). Semula Rp. 0,00
2). Bertambah/berkurang Rp. 0,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi
atau dari Pemerintah Setelah Perubahan Rp 0,00
Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja tidak langsung
1). Semula Rp. 125.241.988.342,00
2). Bertambah/berkurang Rp. 27.992.913.367,00
Jumlah Belanja tidak langsung Setelah Perubahan Rp 153.234.901.709,00

b. Belanja Langsung
1). Semula Rp. 249.873.282.658,00
2). Bertambah/berkurang Rp. 17.562.890.633,00
Jumlah Belanja langsung Setelah PerubahanRp 267.436.173.291,00

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis belanja :
a. Belanja Pegawai
1). Semula Rp. 112.466.811.119,00
2). Bertambah/berkurang Rp. 25.014.911.851,00
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp 137.481.722.970,00
b. Belanja Subsidi
1) Semula Rp. 33.230.000,00
2) Bertambah/berkurang Rp. 10.985.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan Rp 44.215.000,00
c. Belanja Hibah
1). Semula Rp. 0,00
Bertambah/berkurang Rp. 1.733.150.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah PerubahanRp 1.733.150.000,00
d. Belanja Bantuan Sosial
2). Semula Rp. 10.040.447.223,00
3). Bertambah/berkurang Rp. 3.173.167.516,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah PerubahanRp 13.213.614.739,00
e. Belanja Bagi Hasil
1). Semula Rp. 76.500.000,00
2). Bertambah/berkurang Rp. 83.500.000,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan Rp  160.000.000,00
f. Belanja Bantuan Keuangan
1). Semula Rp. 625.000.000,00
2). Bertambah/berkurang Rp.  (277.000.000,00)
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah PerubahanRp 348.000.000,00




g. Belanja tidak terduga sejumlah
1). Semula Rp.  2.000.000.000,00
2). Bertambah/berkurang Rp. (1.745.801.000,00)
Jumlah Belanja tidak terduga Setelah Perubahan Rp 254.199.000,00

3). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
belanja :

a. Belanja pegawai

1). Semula Rp. 27.691.136.675,00

2). Bertambah/berkurang Rp. 2.913.328.005,00
Jumlah Belanja pegawai Setelah Perubahan Rp 30.604.464.680,00

b. Belanja belanja barang dan jasa

1). Semula Rp. 60.565.023.324,00
2). Bertambah/berkurang Rp. .673.132.636,00
Jumlah Belanja barang dan jasa Setelah PerubahanRp 70.238.155.960,00

c. Belanja Modal

1). Semula Rp. 161.617.122.659,00

2). Bertambah/berkurang Rp. 4.976.429.992.00
Jumlah Belanja modal Setelah Perubahan Rp 166.593.552.651,00

Pasal 4
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan
1). Semula Rp. 52.095.549.000,00
2). Bertambah/berkurang Rp. 42.028.304.000,00
Jumlah penerimaan Setelah Perubahan Rp 94.123.853.000,00

b. Pengeluaran
1). Semula Rp. 3.500.000.000,00
2). Bertambah/berkurang Rp.  (500.000.000,00)
Jumlah pengeluaran Setelah Perubahan  Rp 3.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

pembiayaan :
a. Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)
1). Semula Rp. 42.839.925.690,00
2). Bertambah/berkurang Rp. 34.287.809.939,00
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya
Setelah Perubahan Rp 77.127.735.629,00
b. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah
1). Semula Rp.  9.255.623.310,00
2). Bertambah/berkurang Rp. 7.740.494.061,00
Jumlah penerimaan pinjaman Setelah
Perubahan Rp 16.996.117.371,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pembiayaan :

a. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah

1). Semula Rp.  3.500.000.000,00
2). Bertambah/berkurang Rp.  (500.000.000,00)
Jumlah Penyertaan modal (investasi)
Pemerintah Daerah Setelah Perubahan Rp 3.000.000.000,00




Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran| Ringkasan Perubahan APBD:

2.  Lampiran i Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi SKPD;

3. Lampiranlll Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah

Daerah,Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;

4. Lampiran IV  Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan ;

5. LampiranV  Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan;

7. Lampiran VIl Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ;ditetapkan
dengan Peraturan daerah ;

8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran ini;

9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah

Pasal 6

Kepala Daerah menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Banjarbaru.
Ditetapkan di Banjarbaru

pada tanggal 27 Oktober 2008

WALIKOTA BANJARBARU,

Ttd
RUDY RESNAWAN
Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

Ttd
BUDI YAMIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2008 NOMOR 9 SERI A
NOMOR 3



